BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergantian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 d;angan Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999 didasarkan pada, bahwa Undang-undang
nomor 5 tahun 1974 tidak sesuai dengan prinsip penyelengg.;.nraan otonomi
daerah dan perkembangan keadaan (konsideran d) dan adanya penyeragaman
nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintah Desa yang ada di dalam
Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang
dasar 1945 serta pelunya mengakui dan mcnghor-mati hak asal-usul daerah
yang bersifat istimewa (konsideran €)' Undang-Undang nomor 22 tahun 1999

menegaskan bahwa otonomi daerah yang akan dilakukan saat ini lebih

menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, masyarakat,

pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanckaragaman
daerah ditambah dengan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggungjawab kepada daerah secara proposional, yang akan diwujudkan
dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai upaya ;.)emeberdayaan
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (konsideran b

dan c)* Bila kita melihat konsiderans (pertimbangan UU no. 22 tahun 1999)

!....UU Otonomi Daerah, J&J Learning, Yogyakarta, 2000, hal 2
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maka jelaslah bahwa Undang-Undang baru ini memang menghendaki titik

berat penyelenggaraan pemerintahan pada daerah kecuali terhadap hal-hal

yang oleh Undang-Undang ditetapkan atau diatur dan diurus oleh pusat yaitu

po!i?.ik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, monlwter dan fiscal
rta beberapa kebijkan tmgkat nasnonal tcrtentu .

BAB XI Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengatur atau
membahas hal-hal yang berkaitan dengan Desa. Didalam Undang-Undang ini
hmenegaskan bahwa untuk menyglengg.arakan pemerintahan Desa maka
dibentuklah : (a) Pemerintahan Desa (b) Badan Perwakilan Desa (pasal 94).
Hal ini juga ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia
Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedom;'m Umum Peraturan Mengenai Desa dan
Badan Perwakilan Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Bila kita
mencermati fungsi dan organisasi utama pemerintahan Desa tersebut maka,
ada pemisahan fungsi yang jelas yaitu fungsi Legislatif dan Eksekutif
sehingga sentralisasi kepada Kepala Desa dapat dihindari atau diminimalkan.
Di Undang-Undang yang baru ini Kepala Desa tidak memiliki posisis di
Badan Perwakilan Desa. Di tingkat Desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan
supaya Desa-Desa di Indonesia membentuk Badan Perwakilan Desa (BPD)

atau dengan nama lain, untuk menggantikan Lembaga Musyawarah Desa

(LMD) yang dalam strukturnya didominasi oleh Kepala Desa. Melalui




-

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan
Mentri Dalam Negri Nomor 64 tahun 1999°,

Kelahiran BPD diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi dari
masyarakat Desa dalam proses politik tingkat lokal Desa. Peran yang
dimainkan oleh BPD sebenarnya cukup strategis dalam rangka pemberdayaan
masyarakat Desa, sebagai fungsi pengontrol dari perangkat Desa sebenarnya
Jjuga dalam kaitannya melakukan proses rangkaian pemberdayaan perangkat
desa. BPD diharapkan menjadi patner yang baik dari Kepala Desa dan
diharapkan sebagai pilar.ataupun garda depan dalam proses demokratisasi
sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan desa yang: memiliki
transparansi, akuntabilitas.

Peran yang bisa dimainkan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD)
sebenarnya cukup strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa,
BPD dalam memainkan fungsinya sebagai lembaga kontrol dari perangkat
desa scbenarnya juga dalam kaitannya melakukan proses rangkaian
pemberdayaan perangkat desa. BPD bisa diharapkan sebagai pilar ataupun
garda depan dalam mengawali proses demokratisasi tingkat Desa. BPD
diharapkan menjadi partner yang baik dari kepala desa dalam mewujudkan -
pemnyelenggaraan Otonomi Desa yang memiliki transparansi, akuntabilitas

dan trust. Jadi sebenarnya kelahiran BPD merupakan mitra dari Kepala Desa.*

? Slamet Luwitono, Makalah disémpaikan Dalam Semiloka Nasional Pembauran Desa, di STPDN
APMD, tgl 27-28 Mei 2002.
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Melihat demikian pentingnya posisi BPD dalam penyelenggaraan
pemerintah desa (menurut Otda 1999) yang sudah digambarkan diatas, maka
menjadi pemahaman yang logis bahwa keberhasilan penyelenggaraan
Pemerintah Desa ditentukan oleh keberhasilan BPD dalam me!aksana].can
peran dan fungsinya.

BPD dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya telah
menetapkan Peraturan Desa yang tiap tahun telah dilaksanakan untuk
kepantingan masyarakat yang berada di Desa Muraharjo Kecamatan Kunduran
Kabupaten Blora, yaitu

a. Anggaran Desa

b. Pungutan Desa

c. Sewa Kios

d. Sewa Tanah Bengkok Desa

Peraturan Desa tersebut diatas menjadikan sebuah pegangan dari
Badan Perwakilan Desa untuk melaksanakan tugasnya serta merupakan hal
yang dapat mengikat para warga untuk ikut serta dalam pemberdayaan
pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan anggaran dan pendapatan
Desa di Desa Muraharjo Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. Selain itu |
masyarakat juga akan lebih dapat berperan aktif untuk pembangunan Desa
dengan cara bekerja sama dengan pihak BPD.

Sehingga dengan adanya BPD masyarakat lebih bisa
menyampaikan  aspirasi serta harapan-harapan demi kemakmuran

i
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sebagian masyarakat ada yang mempersepsikan kehadiran BPD dalam
organisasi desa sebagai pengeksploitasi kepentingan pribadi.

Di Desa Muraharjo Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora,
adanya BPD terkadang membuat masyarakat sedikit kurang memahaminya,
sehingga terkadang masyarakat kurang begitu memanfaatkan peranan BPD
dalam masyarakat. Masyarakat di Desa Muraharjo masih menganggap bahwa
BPD tingkatannya berada di bawah Kepala Desa sehingga yang seharusnya
penyaluran aspirasi masyarakat untuk pembangunan Desa tidak dapat
langsung disalurkan kepada BPD tetapi kepada Kepala Desa. Dan BPD itu
sendiri kurang sosialisasi kepada pihak masyarakat setempat berhubungan )
dengan adanya BPD di desa tersebut guna memperlancar proses
pendemokratisasian dalam rangka pensuksesan Otonomi Dae;ah di tingkat
Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajinnya BPD melaksanakan
rapat dalam satu tahun‘selama 10 kali pertemﬁan, dan menurut keterangan dari
warga Desa Muraharjo bahwa BPD pada saat rapat dilaks|anakan hanya
menghadirkan 3-4 orang saja setiap pertemuannya. Sehingga pandangan
masyarakat selama ini ferhadap BPD di Desa Muraharjo sangatlah kurang
mendukung dalam kinerja BPD di Dalam Desa Muraharjo itu sendiri. Selain
itu masyarakat juga tidak akan mengetahui banyak tentang BP15 serta hal apa
yang menjadi tugas, peran dan tanggungjawab BPD selama menjabat.

Kurangnya kehadiran dalam rapat kegiatan yang dilaksanakan desa juga
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secara pasti kegiatan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat pada saat
kegiatan akan dilakanakan bukan pada saat pra kegiatan itu. sedang
dirumuskan.

Penyaluaran aspirasi yaﬁg terjadi pada mayarakat dengan pihak
BPD sendiri sebagian dapat ditampung dengan baik oleh BPD sebagai Badan
Perwakilan Desa. Namun ada juga sebagian masyarakat yang merasa kecewa
karena aspirasi mereka tidak dapat ditampung oleh pihak BPD dikarenakan
ada alasan-alasan tertentu seperti kurangnya aspiratif dan kurang bennar_lfaat '
serta kurang subyektif atas aspirasi masyarakét tersebut.

BPD sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal
pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Keputusan Kepala Desa. Dalam hal legislasi BPD telah merumuskan dan
menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemrintah Desa dengan bukti
pembuatan Peraturan Desa seperti Pembuatan Anggaran Desa, Pungutan Desa,
Sewa Kios, dan Sewa Tanah Bengkok Desa. Hal tersebut sebagai bukti atas
berjalannya BPD sebagai Badan Perwakilan Desa yang telah membuat
Peraturan Desa bekerja sama dengan Pemeri‘ntah Desa. Namun ada juga pihak
" warga yang merasa keberatan atas sewa kios, pungutan desa juga sewa tanah
bengkok desa. Hal tersebut terbukti karena hanya beberapa orang saja atau
beberapa kalangan masyarakat saja yang mampu menyewa tanah, dan juga
kios. Untuk pungutan desa masyarakat diwajibkan membayarnya.

Dalam hal pengawasan, BPD melaksanakan fungsinya mengawasi
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serta Keputusan Kepala Desa, terbukti dan Peraturan Desa BPD telah
membuat Anggaran Desa serta pungutan desa yang dilaksanakan satu tahun
sekali bekerja sama dengan Pemerintah Desa serta Kepala Desa.

Selain Peraturan Desa ada juga Peraturan  Daerah yang

pelaksanaannya harus menunggu atau seijin Bupati dengan dikeluarkannya.

Surat Keputusan (SK) Bupati untuk melaksanakan Peraturan Dat_erah di Desa.
Hal tersebut diatas sebagai bukti peraturan pemerintahan yang
berkesinambungan dan bertanggungjawab.

Namun disisi lain 5da permasalahan-permasalahan yang sangat
komplek yang terjadildi Desa dalam hal hubungan masyarakat dengan BPD
atau terlebih-lebih BPD dengan Kepala Desa. Hal tersebutlah yang seharusnya

dapat diatasi dengan baik oleh pemerintahan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan materi yang telah‘ dipaparkan penulis dalam latar
belakang masalah maka permasalahan yang akan penulis jawab dalam
penelitian ini adalah “bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran badan

perwakilan desa (BPD) sebagai Lembaga Perwakilan Desa di Desa Muraharjo

Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora tahun 20047”.




» Tujuan Dan Manfaat Penelitian

C. 1.

C. 2.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penulis
melakukan Penelitian ini adalah ; |
> Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap peran BPD
sebagai Lembaga Perwakilan Dega dalam mendukung

Pembangunan Dega

Manfaat Penelitiap

Bert;lasa;rkan Pada tujuan penelitian di atas, maka penulis

mengharapkan hasil darj penelitian inj daﬁat digunakan untuk

I. Hasil darj penelitian inj dapat dijadikan masyarakat scbagai
pendukung dalam melaksanakan pembangunan Desa, serta dapat
lebih mengetahui bagaimana peran Badan Perwakilan Desa di
Desa sebagai badan legislative di Desa

2. Untuk Badan Perwakilan Desa, hagj] penelitian inj dapat
dijadikan referens; dan motifator nntuk meningkatkan kualitas
kerja BPD (Badan Perwakilan Desa) Muraharjo  dalam

melaksanakan pembangunan Desa

untuk memperoleh gelar Sarjana Iimu Pemerintahan,




D. Kerangka Dasar Teori

1. Desa

Orang kebanyakan (umum) memahami Desa sebagai tempat di
mana bermukim penduduk dengan “peradaban” yang lebih terbelakang
dari pada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat
pendidikan yang rendah, mata pencaharian yang umumnya dari sektor
pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman umum

memandang Desa sebagai tempat bermukimnya para petani.

Menurut Soetarjo Kartohadikoesoemo, Desa adalah suatu
kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang

berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.®

"Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa
Desa adalah (10 sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan
kampung, dusun (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai

lawan dari kota (3) tempat; tanah; daerah®

Menurut Mashuri Maschab, dalam pengertian sosiologis, Desa
diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada

umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat istiadat dan

s Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Penerbit Sumur Bandung, Yogyakarta, 1996, hal 3.
¢ Kamus besar Bahasa Indonesia. !




tradisi masih kuat, sifat jujur dan bersahaya, pendidikannya masih rendah

dan sebagainya.’

Dalam Bab I pasal 1 butir o UU Nomor 22 Tahun 1999 Desa
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakni dalam Sistem

Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.®

Selain itu, Siagian memberi batasan bahwa Desa adalah suatu
dacrah hukum yang ada sejak hidup keturunan dan mempunyai ikatan
sosial yang hidup serta tinggal menetap di suatu daerah tertentu dengan
adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang

pemimpin formal (yaitu Kepala Desa).”

Sedangkan Bouman memberikan definisi Desa adalah salah
satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang,
hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di
dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha

yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam

? Mashuri Maschab, Pemerintahan Desa di Indonesia, Studi Sosial PAU UGM Yogyakarta, hal 1
3 UU Otonomi Daerah Tahun 1999,
9
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tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan —ikatan keluarga yang rapat,

ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.'®

Baik batasan Bowuman maupun Siagian tersebut di atas,
keduanya lebih menekankan dari aspek sosiologisnya, dimana istilah Desa
mempunyai konotasi yang erat dengan keberadaan sekelompok manusia

yang tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu.

Sementara dari aspek ketatanegaraan, Talizudhuhu Ndaha
merumuskan bahwa Desa adalah sebutan umum bagi satuan-satuan ketata-
negaraan terendah di bawah kecamatan, yang pemerintahannya merupakan
suatu organisasi terendah pula."' Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa yang
dimaksud dengan satuan oerganisasi terendah ialah Pemerintahan
Desanya, sedangkan Desa itu sendiri adalah satuan ketata-negaraan
terendah.'?

Desa merupakan hasil perkembangan dari individu menuju
kelompok. Dimulaj dari unit terkecil, keluarga batih (suami, isteri, anak).
Ketika keluarga menjladi lebih besar, maka sebagian ada yang memisahkan
diri dan membuat te;"npat tinggal sendiri, Tempat pemukiman akhimya

" bertambah luas (wilayah dan komunitasnya). Dari situlah kemudian lahir

kesatuan masyarakat hukum yang mandiri dan pemimpin mereka biasanya

' I Nyoman Barata, Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa, Bina Aksara,
J]akarta, 1984, Hal 14.
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adalah yang tertua atau yang mempunyai kemampuan yanlg paling tinggi

diantara mereka." '

Dengan demikian yang dimaksud dengan Desa dalam penulisan
ini _adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan badan
pemerintahan terendah yang mempunyai hak dan wewenang untuk
mengatur rumah tangganya sendiri, mempunyai batas-batas daerah tertentu
dan susunan pemerintahan tertentu serta merupakan bagian dari suatu
wilayah administrative.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang \ciri-cilri masyarakat
pedesaan dapat kita lihat dari apa yang dinyatakan oleh J.J. Tomasoa
berikut ini :

1. Kehidupan di pedesaan erat sekali hubungannya dengan alam. Alam
menentukan mata pencaharian penduduk : pertanian, peternakan,
perikanan, pengumpulan hasil hutan, kerajinan rumah tangga, dan
sebagainya. Kebanyakan mata pencaharian hidup itu terkait pula pada
musim yang diatur oleh alam. Misalnya : orang menanam padi pada
musim penghujan dan menanam palawija di musim kémaraqu.
Pengrajin gerabah tergantung alam untuk mendapatkan bagan

I#bakunya, panas matahari untuk mengeringkan barang buatannya,

ranting-ranting dan daun-daun-kering untuk membakar gerabah.,

" Mashuri Maschab, Op cit, hal, 2,
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. Di pedesaan pada umunya semua anggota keluarga (bapak, ibu, dan
anak) mengambil bagian pada kegiatan Yang menjadi mata
pencahariannya,

- Orang Desa Mmerasa sangat térikat pada Desa dan lingkungannya,

dan tanah serta segala seauatu Yang ada disana telah menawan hatinya
dan tidak mudah dilepaskannya, Tentpat itu baginya aman, penuh
Jjaminan, k arena diwarisi oleh nenek moyangnya, Kalaupun mereka
merantau, selale saja merindukan kampung halaman dan keluarga
besarnya (hal inj tampak pada tradisi “mudik” bagi para perantau),

- Di alam pedesaan segala sesuatu seolah-olah membawa kepada hidup
rukun, orang mengena] satu sama lain dan jika ditelusuri sebagian
besar masih mempunyai hubungan keluarha, Semua mengambi] bagian
dalam peristiwa-peristiwa gembira : perkawinan, kelahiran, bersih
Desa dan sebagainya, maupun peristiwa duka : pemakgman, bencana
alam dan sebagainya, Kesemuanya merupakan kebias_aan yang baik
dan berlangsung dengan suka rela.

. Di dalam pedes'aa:n orang banyak berpaut dengan adat istiadat dan
kaidah-kaidah yang berpindah turun-temurun, Termasuk didalamnya
“pola hidup” yang hampir tidak berubah sejak nenek moyangnya
sampai sekarang. Berdasarkan pada pandangan Yang demikian

masyarakat pedesaan sering dikatakan statis, berlainan dengan

masyarakat kota yang modern dan dinamis,
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6. Adanya kepatuhan kepada pemimpin-pemimpin informal yang

biasanya adalah para ulama dan sesepuh (tetua) adat.’

Kenyataan yang hidup di masyarakat Desa tersebut membawa pada
anggapan-anggapan tertentu yang ditujukan pada mereka : bahwa

masyarakat Desa diidentikkan dengan masyarakat tradisional, masyarakat

primordial, berorientasi bada masa lampau dan kejayaan atau keterjaminan

* yang dusah tidak ada lagi.

2. BPD (Badan Perwakilan Desa)

Badan Perwakilan Desa adalah badan perwakilan yang terdiri
dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat
istiadat, membuka peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa se-rta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemerintah Desa.'”

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 pasaf 104, Badan
Perwakilan Desa atau yang discbut dengan riama lain berfungsi
mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi mzisyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pemerintah Desa.'®

%713 Tomasa, Membangun sambil melayani di Pedesaan, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal 36
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Dasar hukum keberadaan Badan Perwakilan Desa.

Adapun dasar hukum keberadaan Badan Perwakilan Desa
adalah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan
Keputusan, Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pengaturan Umum mengenai Desa.

Sesungguhnya nama organ masyarakat tadi tidak harus selalu
BPD. Di beberapa daerah lain bar;yak menggunakan istilah atau nama lain
sesuai dengan asal usul masyarakat setempat, dengan substansi kebcraFiaan
yang sama. Posisi dan funsi BPD, pada dasarnya memungkinkan
keterlibatan rakyat untuk ambil bagian dalam proses pengambilan
kebijakan-kebijakan Desa. ’

Fungsi dan Tugas Badan Perwakilan Desa.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 pasal 36 ayat 1, Badan Perwakilan Desa mempunyai fungsi :

a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat yang hidup dan
berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang

kelangsungan pembangunan

b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama-

sama pemerintah Desa.
c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan

peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta

Keputusan Kepala Desa.
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d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan
aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi
yang berwenang.'’

Dalam K?putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dirinci bahwa :

l. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas
pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-
sitiadat, membuat fperaturan Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2. Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan kelurahan ditetapkan
dengan peraturan daerah Kabupaten mengenai Desa, wajib mengakui ‘
dan menghormati asal-usul dan adat istiadat Desa.

3. Dalam penyusunan perraturan daerah kabupaten mengenai Desa, wajib

mengakui dan menghormati asal-ususl dan adat istiadat Desa.'®

Sedangi'(an menurut HAW. Wijaya, tugas, fungsi, dan
wewenang Badan Perwakilan Desa adalah :

a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat yang hidup dan

berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang

kelangsungan pembangunan.

'7 Keputusan Mendagri Nomor 64 Tahun 1999

'
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. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama-

sama pemerintah Desa.
Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan

peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta

Keputusan Kepala Desa.

. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan

aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi

yang berwenang.

. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Bersama-sama Kepala Desa membentuk Keputusan Desa.

. Bersama-sama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah desa

terhadap rencana perjanjian antar Desa dengan pihak ketiga dan

pembentukan Badan Usaha Milik Desa.'®




I8

Hak Badan Perwakilan Desa \

a. Menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa,
uang sidang ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

b. Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan desa disediakan biaya
sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh
Sekretaris Badan Perwakilan desa dan setiapn tahun ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

¢. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa.

d. Mengajukan Rancangan Keputusan Desa.

Kewajiban Badan Perwakilan Desa

a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45

b. Turut serta melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Desa.

¢. Menerima, menyalurkan aspirasi, ke[uhan dan pengaduan masyarakat.

d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa sertaumenggali sumber

potensi Desa bersama-sama Kepala Desa dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa.?’

Selanjutnya dalam peraturan Pemerintah No. 76. tahun 2001,
tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa, disebutkan bahwa (pasal 1) :

BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawas dalam hal

2 Ibid 132-133




19

pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan

Keputusan Kepala Desa,?!

Kelahiran BPD diharapkan menjadi wadah partisipasi dari
masyarakat Desa dalam proses politik tingkat local Desa. Peranan yang
dimainkan BPD dalam memacu proses demokratisasi di tingkat Desa

diharapkan dapat menjadi pemacu bagi terselenggaranya pemerintah Desa

yang akuntabel.
Gambaran posisi BPD ini dapat menunjukkan bahwa BPD

sebagai institusi perwakilan masyarakat, sesungguhnya memiliki peran

dan kewenangan yang besar, yang dapat menemukan arah masa deapan

perkembangan Desa.

Persepsi

Dikemukakan para ahli, Bima Walgito : Persepsi merupakan
proses pengorganisasina terhadap stimulasi yang diterima olah organisme
atau individu schingéa merupakan suatu yang berarti dan merupakan
aktivitas yang integral dalam diri manusia.”

Dikatakan bahwa persepsi itu merupakan aktivitas yang
integral, hal ini mengandung arti bahwa seluruh pribadi, seluruh apa yang

ada dalam diri individu ikut berperan dalam persepsi.

2 Divnn Wialnitn Daibalant Caninl cabann! Dasess P

% Dokumen Internal Lapera, khususnya bahan-bahan notulesi, dan dokumen lain.

Andl MEfrnt Vanrialoacea 10N Lal.C A
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Kemudian Saparinah Sadli memberikan bpersepsi sebagai
berikut : Persepsi seseorang merupakan suatu proses yang -aktif dimana

yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalinya, tetapi

ia juga sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya,_

motifasinya dengan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut,”

Lebih lanjut, Miftah Thoha memberikan batasan persepsi
sebagai berikut : Persepsi pada bentuknya dalam proses kognitif, yang
dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungaﬁnya,
baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan
penciuman. Kunsi untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan
bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi

dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasinya.*

Dari berbagai pendapat );ang telah dikemukakan dapat
disimpulkan bahwa persepsi adalah merupakan proses mental individu di
dalam memberikan pandangannya terhadap sesuatu hal atau obyek,
sechingga menghasilkan sikap tertentu dalam diri individu yang
bersangkutan. Karena sikap individu-individu yang berbeda akan melihat
hal yang samadengan cara-cara yang berbeda. Dengan kata lain persepsi

merupakan bentuk pola piker seseorang dalam memahami suatu fenomena

atau obyek tertentu yang sangat subyektif,

» Suparinah Sadli, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang. LP3ES, Jakarta, 1986 : 72
 Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, CV Rajawali, Jakarta, 1983 :

183
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Bentuk persepsi seseorang akan menentukan bagaimana
seseorang bersikap berkenaan dengan obyek tertentu yang tidak terlepas
dari kondisi lingkungan dimana seseorang bertempat tinggal. Artinya
seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya namun suatu ketika lingkungan
diciptakan kesesuaian dengan persepsi yang dimiliki seseorang sebagai
seluruh pandang'éil terhadap terhadap suatu hal, maka sistem nilai yang
dianut masyarakat. Lingkungannya sangat berpengaruh terhadap siatu hal,
maka sistem nilai yang dianut masyarakat lingkungannya sangat
berpengaruh juga terhadap pembentukan seseorang.'

Adalah jelas bahwa agar terjaadi persepsi harus ada hal-hal
yang tercakup dalam proses persepsi itu sendiri.

Syarat-syarat yang harus ada adalah :

a. Obyek atau sasardn yang harus diamati

b. Alat indra yang cﬁkup baik

¢. Perhatian yang dalam hal ini merupakan persiapan dalam mengadakan
pengalaman

Jadi persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap obyek-
obyek atau kejadian yang ada disekelilingnya, pendangan y-ang mana
dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, kepentingan dan
pengetahuannya, Hal ini berarti setiap orang mempunyai perbedaan satu
sama lain dalam mempersepsikan suatu kejadian atau obyek yang sama

pada suatu waktu yang5ama pula.

\
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E. Definisi Kosepsional
Sejalan dengan ha] tersebut, maka konsep tentang persepsi
masyarakat tentang' peran Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga
perwakilan Desa, mempunyai batasan pengertian sebagai berikut :

l.  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memlllkx kewenangan
untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem permnerintahan nasional dan berada dj kabupaten, serta merupakan
Suatu wilayah administrative.

2. Badan Perwakilan Desa adaiah badan perwakilan yang terdiri atas
pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat
istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintah Desa,

3. Persepsi adalah bentuk pola pikir seseorang dalam memahami sesuaty
fenomena atay obyek tertentu yang sangat subyektlf Dan merupakan
suatu proses yang aktif _dimana memegang peranan bukan hanya
stimulus yang mengenalinya, tetapi itu sebagai keseluruhan dengan
pengalaman-pengalamannya, motivasi dan sikap yang relevan terhadap

stimulus tersebut.




¥. Definisi Operasional

Menurut Koentjaraningrat, yang dimaksud dengan definisi
operasional adalah usaha mengubah konsep-konsep yang berupa construct
dengan kata-kata yang menggambarkan Peri]aku perilaku atau gejala yang
dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain,%*

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti dan mengamati serta
menggambarkan secara jelas “persepsi masyarakat tentang peran BPD (Badan
Perwakilaan Desa) sebagai lembaga perwakilan Desa” dengan melihatnya dari

sudut :

1. Kedudukan BPD

a. BPD mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah
desa.

b. BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. .

2. Pelaksanakan fungsi yang dimiliki BPD, antara lain :

a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan
berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang
kelangsungan pembangunan;

b. Legislasi ; yaitu merumuskan dan menetapkan Peraaturan Desa

bersama-sama Pemerintah Desa;

25"_.._.!_...._!._...4 LI T LI LI
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¢. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) serta
Keputusan Kepala Desa;

d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan

aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi

yang berwenang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian .survey. Penelitian
survey adalah pengumpulan informasi secara sistematik dari para
responden dengan maksud untuk memahami atau meramal beberapa aspek
perilaku dari populasi yang diamati (Soehardi Sigit, 2000 : 179). Penelitian
survey harus memperhatikan (concerned) pada sampling, desain kuisioner

atau interview, pengadministrasian kuisioner dan analisis data.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Muraharjo Kecamatan
Kunduran Kabupaten Blora :Iawa Tengah, Persoalan yang mendasar yang
terjadi di Desa Mureharjo tersebut memberikan sedikit wacana terhadap
penulis bahwa di Desa tersebut persepsi masyarakat terhadap BPD (Badan

Perwakilan Desa) sangatlah kurang optimal terhadap peran BPD dalam

manmindlran mambannoiiens | I YoV,
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Warga masyarakat masih menganggap bahwa BPD berada
dibawah naungan Kepala Desa sehingga peran yang dimiliki oleh BPD
dalam rangka pemeberdayaan masyarakat dan sebagai dewan legislative di
tingkat desa. Namun masyarakat kurang begitu memahami adanya peran
BPD tersebut. Dengan kata lain bahwa masyarakat masih mengganggap

Kepala Desalah yang sangat berperan aktif dalam kesinambungan

masyarakat,

. Populasi dan Sampel

Subyek penelitian tersebut bisa juga disebut populasi. Populasi
adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.
Menurut Sutrisno Hadi, populasi adalah keseluruhan penduduk yang
dimaksudkan untuk diselidiki sedangkan sampel adalah lsebagian dari
populasi yang akan diselidiki,

Untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil agar
mendapatkan data yang representatif, menurut Ida Bagus Mantra dan
Kastro ada empat faktor yang harus diperhatikan :

1. Derajat keseragaman (degrees of homogeneity) dari populasi,
semakin seragam populasi, maka semakin kecil sampel yang
akan diambil.

2, P;'Jesisi yang dikehendaki dari penelitian. Makin tinggi tingkat

presisi yang dikehendaki maka akan semakin besar sampel

i
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pandangan yang lebih mendekati nilai sesungguhnya (true
value)
3. Rencana analisis

4. Tenaga, biaya dan waktu

Dari uraian diatas bila kita kaitkan dengan skripsi ini, maka
populasi yang diambil untuk mencapai nilai sesungguhnya adalah
keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Desa Muraharjo Kecamatan
Kunduran Kabupaten Blora yang sejumiah 597 Kepala Keluarga,
sedangkan sampelnya adalah sebagian kecil dari populasi yang ada.
Selanjutnya demi menjamin pemerataan populasi maka penyusun
mengambil sampel yang dilakukan secara acak (sample random
sampling). |

Pengertian sampel random sampling (sampel acak sederhana)
menurut Ida Bagus Mantra dan Kastro dalam Masri Singarimbun dan
Sofian Effendi menyatakan®

“sampel acak sederhana ialah sebuah sampel yang diambil

sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer
dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai
sampel”

maka dengan itu yang akan diambil adalah, dengan

menggunakan rumus Slovin :

26 0 g Ofcmrciacis A O TOO_ 1% WM. A T_ LT 1vus o~ FrouAmoy ror . TAna
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N
1+ N(e)?

Keterangan
n : ukuran sampel
N : ukurait populasi

€ ! error yang ditoleransi (0,1)

N
1+ N(e)?
, 597
Ae——
1+597(01)°
_ 597
38(0,01)

n=9983

dibulatkan menjadi 100 responden

Jadi sampel yang akan diambil 100 Kepala Keluarga responden
dari sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mewakilinya.
Penentuan jumlah responden yang telah ditentukan adalah untuk
memberikan kemudahan dan efisierisi dalam pengumpulan data dan
analisis data secara kolektif, Mengihgat keterbatasan waktu, tenaga

dan biaya dalam pengumpulan data tersebut.

WA,
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4. Data dan Sumber Data
a. Data Primer

Data Primer adglah data yang diperoleh dari responden
melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang
ada adlam penelitian inj. Adapun pihak-pihak ini adalah

Pertama : Data Primer Berasal dari aparat Pemerintah
Desa, dalam hal ini adalah pejabat pemerintah Desa dan ;iuga anggota
BPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BPD baik
ditinjau dari sisi anggota-angeota BPD sendiri maupun dilihat dari
Pejabat (Aparat) Pemerintah dan kemampuan mereka untuk menyerap
aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Kedua : Adalah darj masyarakat secara umum yang berada
di desa Murahaxjo,l dan tokoh masyarakat,
Diharapkan dari masyarakat juga tokoh masyarakat mampu mewakili
persepsi masyarakat ity sendiri terhadap peran BPD yang selama ini
kurang tersosialidasi terhadap masyarakat.
Penelitian untuk keempat kelompok responden ini dilakikan dengan
dua cara: Pertama, Dengan melakukan wawancara dan Kedua,
Mengisi daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (dafiar

pertanyaan adalah terlampir).
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b. Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang diperoleli melalyj
dokumentasi, buku-buku dan media massa yang berhubungan dengan

il

penelitian yang dihadapi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datg menggunakan beberapa cara, agar
data yang diperoleh merupakan data Yang sahih atay valid, yang
merupakan gambaran sebenarnya dari kondisi yang ada dalam persepsi
masyarakat tentang peran BPD sebagaj lembaga perwakilan Desa. Teknik
Yang digunakan meliputi:. Quesioner, wawancara, observasi, dan
dokumentas;i,
a. Quesioner I
Suatu metode bengumpulan data darj responden yang
dllakukan melalui dafiar pertanyaan yang dlbenkan kepadanya dengan
maksud untuk memperoleh informasi yang relevan. Dafiar pertanyaan
yang digunakan adalah pertanyaan yang sifatnya tertutup yakni
kemungkinan Jjawabnya sudah dxtentukan lebih dahuly dan responden

tidak diberi kesempatan memberikan Jjawaban yang lain,

b. Wawancara/Interview
Yﬁitu teknik pengumpiian data dengan mengadakan

wawancara, berkomunifcasi langsung dengan mengajukan pertaanyaan-

f
I
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pertanyaan tertentu kepada responden di lingkungan masyarakat juga
BPD di Desa Muraharjo Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora,
Pengertian wawancara dapat disamakan dengan interview,
Sutrisno Hadi mengemukakan sebagaj berikut : |
Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan
jalan tanya jawab sepihak dikerjakan dengan siétematika dan.
berdasarkan tujuan penelitian,
Sementara inj Koencjaraningrat memberikan definisi
wawancara sebagai berikut -
Sebagai proses tanya jawab lisan dalam dya orang atau [ebih
berhadapan sécaré fisik. Metode interview atay Wwawancara mencakup
Yang mempergunakan kalau seseorang untuk tujuan tertentu mencoba
mendapat ketera.ngan atau pendirian secara lisan dari seseorang

responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang

lain.?”

. Observasi

Data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan
secara lansung ke lokasi yang terka_it‘ dengan masalali'}“féhng diteliti.

Menurut Sutrisno Hadi, teknik observasi diartikan sebagai
pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena

yang diselidiki. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pencatatan dan

* Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hal. 162
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pengamatan itu tidak hanya terbatas pada pengamatan langsung sebab
tugas seorang pengamat bukan hanya sekedar penonton dari apa yang
terjadi melainkan sebanyak mungkin mengumpulkan keterangan atas

dasar yang dilihat,?®

d. Dokumentasi

Yaitu pengumpula data dengan mempelajari dokumen-

dokumen, buku catatan-catatan dan literature lainnya yang ada
.. kaitannya dengan penelitian.

Melalui teknik dokumentasi akan diamati fenomena dari
obyek yang diteliti dari berbagai dokumen yang ada. Sartono
menjelaskan bahwa dokumen sebagai bahan klasik untuk meneliti
perkembangan histories yang khusus, biasanya digunakan utnuk
menjawab persoalan tentang apa, kapan dimana. Jawaban disusun

secara konfigurasi yang khas dan memuata fakta yang menyatakan

secara deskriptif.?®

28 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986
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Q/r.\l‘eknik Analisis Data}\ R

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan @ Dalam
penelitian kualitatif yaitu data-data yang telah terkumpul akan
diiterpretasikan sesuai arti kata yang disesuaikan dengan tujuan dan
kepentingan penlitian

Menurut Winamo Surachman sifat dan bentuk penelitian
kualitatif ini adaléih menuturkan dan menafsirl-can'data yang ada, misalnya
tentang situasi yang sialami, suatu hubungan, kegiatan; pandangan sikap
yang menampak atau -tentang proses yang sedang berlangsung, kelainan
yang sedang muncul, kecenderungan yang sedang nampak, pertentangan
yang sedang meruncing dan sebagainya.* |

Demikian juga dalam pénelitian ini untuk menganalisa
permasalahan mengenai persepsi masyarakat tentanlg peran BPD sebagai
lembaga perwakilan desa akan digunakan analisa kualitatif, Karena disini
data-data yang telah terkumpul akan dideskripsikan dalam bentuk tabel
agar mudah dibaca dan dipahami. Dan kemudian dari pemaparan tersebut
dicoba untuk dianalisis dan diinterprestasikan sehingga diperoleh
kesimpulan yang akurat. o

Adapun analisis data yang lainnya menggﬂﬂ@\kéh fnetode
analisis kuaq“{éﬁf 'yang dimaksudkan untuk memperd}ah Eambaran

khusus yang bﬁh}fat menyeluruh tntang apa yang tercakyp. dalam

0 At O P Mt ) P Temiiie e Db eiane AT THOINMAT TS 4 1ADA
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permasalahan yang diteliti yang dilakukan dilapangan pada waktu

pengumpulan data,

Dalarp proses alnalisis menurut Miles dan Huberman *' ada 3
komponen pokok yang merupakan model yang saling terjalin atau model
interaktif yaitu :

I. Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan,
penyederhénaan, dan abstraksi data kasar yang dilakukan selama
berlangsungnya proses penelitian.

2. Sajian Data, merupakan rangkaian informasi untuk mempermudah
pemahaman yang disusun secara sistematis yang apat berupa
gambar, skema dan tabe! schingga penarikan kesimpulan dapat
dilakukan.

3. Penarikan Keshnpulm, merupakan penarikan kesimpulan akhir
yang dilakukan setelah pengumpulan data berakhir.

Sedangkan untuk mengetahui ti:;gkat persepsi masyarakat

akan digunakan Indeks dengan rumus :

(faxd)+ (18x3) + (fex2) + (feix1)
. N

3 U Citanna Dananntnr Danalitfnm Paunatfenst® fdanne dannn tanctitfn dae — 1t o



Keterangan:
N = Jumiah Populasi
fa = frekuensi yang menjawab option a
fb = frekuensi yang menjawab option b
fc = frekuensi yang menjawab option ¢

fd = frekuensi yang menjawab option d

Indeks tersebut adalah sebagai berikut

R

1 2 3 . 4

Untuk mendapatkan kategori digunakan rumus Interval Indeks

7 SkorTertinggi— Skor Terendah
' JumlahSkor

Keterangan untuk kategorinya :
1.0-1.75 : Kategori Tidak Baik
1.71-2.50  : Kategori Kurang

251-3.25  :Kategori Cukup
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